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Pusat Analisis Keparlemenan .
Badan Keahlian Setjen DPRRI . Mohgmmgd Teja
Analis Legislatif Ahli Madya
tejo@dpr.go.id

Dwiarti Simanjuntak
Analis Legislatif Ahli Pertama
dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam laporan Women's Crisis Center (WCC) Jombang, Jawa Timur, untuk tahan 2024 terdapat
95 kasus kekerasan dan sebagian besar merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh
ayah tiri (8 kasus). Tiga tahun ke belakang, di daerah yang sama kasus-kasus kekerasan
ternadap anak mencapai 416 kasus, termasuk didalamnya kekerasan seksual, kekerasan
terhadap istri, anak dan trafficking. Selain itu di Kabupaten Bantul tercatat ada 160 kasus
kekerasan perempuan (86 kasus) dan anak (74 kasus) hingga pertengahan November 2024 lalu.
Menurut Sekretaris Daerah, Agus Budiraharjo, masih banyak kejadian kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang belum tercatat. Karena menurutnya masih banyak yang
beranggapan kekerasan yang diterima sudah biasa atau bahkan malu untuk melapor.

Anak perempuan paling rawan mengalami tindak kekerasan seksual, sepanjang tahun 2023
hingga 2024 sebanyak 74% korbannya adalah anak perempuan. Kasus kekerasan terhadap
anak hampir tidak pernah habisnya muncul di wilayah Indonesia. Masalah tersebut terjadi baik
di wilayah perkotaan maupun di pedesaan, dimana pelakunya kebanyakan mereka orang
dewasa yang seharusnya melindungi anak dan memberikan kasih sayang terhadap proses
tumbuh kembang anak. Karena persoalan anak merupakan masalah yang serius dan harus
segera ditangani, dibutuhkan keikutsertaan semua pihak dalam mengatasi upaya
membebaskan anak Indonesia dari kekerasan terhadapnya. Agar anak tumbuh dengan optimal,
hak-nak anak harus dipenuhi dan dilindungi, sayangnya mereka yang harusnya dapat
memberikan pelindungan dan memenuhi hak anak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Tidak
sedikit kejadian kekerasan terhadap anak yang terjadi dilakukan oleh orang terdekat baik dalam
keluarga maupun dalam lingkungan mereka tinggal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) selalu
memberikan dorongan kepada tiap unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melakukan
koordinasi penanganan kasus dan pelindungan terhadap korban anak. Dalam mengupayakan
anak Indonesia bebas dari kekerasan tindakan yang dibutuhkan bukan hanya yang bersifat
responsif tetapi sangat penting tindakan yang lebih mencegah (preventif) terjadinya tindak
kekerasan itu sendiri. Selain penguatan regulasi dan peraturan teknis tindakan pencegahan
tentunya perlu dibangun kelompok-kelompok masyarakat mulai dari tingkat pemerintahan yang
paling rendah dalam melakukan pelindungan anak terhadap tindak kekerasan. Pelibatan
masyarakat merupakan salah satu faktor penentu pencegahan tindak kekerasan terjadi.
Masyarakat harus diedukasi agar lebih peka dan berani melaporkan kasus kekerasan yang
terjadi di sekitarnya. Layanan seperti Sapa 129 yang menyediakan pengaduan dan
pendampingan korban perlu terus disosialisasikan agar akses terhadap pelindungan lebih
merata.



Segala potensi kekerasan terhadap anak menuntut keterlibatan semua pihak terutama
masyarakat dalam lingkungan itu sendiri. Pemerintah baik pusat dan daerah harus bekerja
keras untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya pelindungan terhadap anak agar
proses tumbuh kembangnya tidak terganggu dan mampu menjadi penerus bangsa. Selain
dukukungan anggaran yang kuat, melalui Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan dengan
melakukan Rapat Kerja bersama KemenPPPA untuk membahas laporan situasi pelindungan
anak di berbagai daerah, juga membuka peluang program-program terobosan baru dalam
upaya mencegah tindak kekerasan pada anak.

Dalam isu kekerasan terhadap anak, DPR RI melalui Komisi VIII memiliki peran
strategis untuk memastikan penanganan dan pencegahannya berjalan efektif.
Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan terukur
dengan melakukan Rapat Kerja bersama KemenPPPA dan Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) untuk membahas laporan situasi pelindungan anak di
berbagai daerah, juga membuka peluang program-program terobosan baru dalam
upaya mencegah tindak kekerasan pada anak. Serta mendorong peningkatan
koordinasi antarlembaga untuk mengatasi kendala di lapangan. Dalam fungsi
legislasi, Komisi VIII DPR RI juga dapat menginisiasi penguatan regulasi terkait
pelindungan anak, seperti meningkatkan pelindungan hukum terhadap korban
dan memperketat sanksi bagi pelaku kekerasan. Dalam fungsi anggaran, Komisi VIII
bertanggung jawab memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk
mendukung program-program inovasi yang berdampak langsung seperti edukasi
masyarakat, pendampingan korban, serta penguatan sistem pelaporan dan
penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
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Sumber

harianjogja.com, 25 November 2024;
kompas.com, 26 November 2024;

kompas.id, 24 Oktober dan 13 November 2024;
rri.co.id, 28 November 2024;

tempo.co, 27 November 2024.
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